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Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah dikarenakan dalam pel aksanaan pengel olaan keuangan
atau anggaran negara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) "X" pada Departemen "Y" terdapat penyimpangan
berdasarkan audit atau pemeriksaan dari tim Ispektorat Jenderal (Irjen) yang menemukan terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan dalam jabatannya, sehingga negara dirugikan.
Terjadinya penyimpangan tersebut merupakan suatu siklus yang sering terjadi dengan penyalahgunaan
jabatan.

Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini
mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan atau anggaran negara berdasarkan dokumen dash pemeriksaan Ispektorat Jenderal (Irjen) sebagai
data sekunder.

Mengacu kepada dimensi teori Differential Association oleh Edwin H.Sutherland dan Donall R.Cressey dan
adanya batasan-batasan terhadap suatu penyimpangan yang dikemukakan oleh Dentler dan Kai T.Erickson,
bahwa praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di UPT "X" pada Departemen "Y"
dikategorikan sebagai White Collar Crime dalam bentuk Occupational Crime hal ini sesuai dengan proposisi
yang dikemukakah oleh Gilbert Geis.

Dalatn hal penyimpangan yang terjadi di UPT "X" pada Departemen "Y" pada awal Tahun 2004 sampai
dengan Juni 2005 penggunaan anggaran keuangan negaraterjadi penyimpangap untuk alokasi biaya
operasional, pengadaan alat tulis kantor, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas telah terbukti
adanya penyimpangan dalam pengel olaan keuangan atau anggaran negara. Untuk mencegah agar praktik
penyimpangan dalam pengel olaan keuangan dapat dikurangi atau bahkan dihindari pemerintah perlu
membuat suatu kebijakan seperti menempatkan seorang pengel ola keuangan dalam posisi bendahara yaitu
dari luar Instansi atau departemen terkait serta memberikan sanksi hukum yang tegas setiap terjadinya
praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara.

<hr><i>The background behind this research performance is due to in implementation of the state's
financial or budgetary management at the "X" Technical Executing Unit of the"Y" Department was found a
deviation in according to audit conducted by General Inspectorate team where it found some deviations
committed by financial manager in their occupational position, therefore state suffersloss. Those deviational
occurrence are oftenty repeated cycles with occupational abuse.

The research methodology used in this thesiswriting is a descriptive method by qualitative approach. Itisin
considering that studied object had contained information about deviations in state's financial and budgetary
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management based on documents from the General Inspectorate's audit findings as secondary data.

In referring to Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey's Differential Associaiton theoritical dimension
and limitation on deviation described by Dentler and Kai T. Erickson that, a deviation practice in financial
management by state at the " X" Technical Executing Unit of the"Y" Department is categorized as White
Collar Crimein form of the Occupational Crime, and it is accorded with proposition proposed by Gilbert
Geiss.

In case of occurred deviation at the " X" Technical Executing Unit of the"Y" Department in early 2004 to
June 2005, there were deviation in state budgetary utilization for operating expenses, stationary supplies
procurement, building and automobile maintenance expenses has been proved to show deviation in state's
financial and budgetary management. In attempt to prevent misuse in financial management by state, the
government must regulate a policy, such asto assign afinancial manager in treasury position from outsiders
or related department and gives a assertive legal sanctions for every deviational practice occurrence in state's
financia or budgetary management.</i>



